MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Tentang

Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan

Pemohon
Jenis Perkara

Pokok Perkara

Amar Putusan

Cidera Janji Dalam Jaminan Fidusia

Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia (UU 42/1999) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 bertentangan
dengan UUD 1945.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama
dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
“terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan
tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan
menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam
pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai bahwa “adanya cidera janiji tidak ditentukan secara
sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan
antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum
yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;



4. Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang
tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur
keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi
jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur
hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan
Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap”;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 6 Januari 2020
Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa
dirugikan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 karena
ketentuan tersebut tanpa mekanisme hukum yang sewajarnya, yaitu dengan
menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan
berkekuatan hukum tetap, hal ini mengakibatkan tindakan sewenang-wenang
Penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa ada
prosedur hukum, melainkan menggunakan jasa debt collector.

Bahwa karena yang diuji oleh para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Mahkamah berwenang permohonan
a quo.

Bahwa para Pemohon telah jelas menerangkan hak-hak konstitusionalnya yang
dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan
pengujian, dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas
norma UU 42/1999 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para
Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa dalam ketentuan norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999
memuat kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang jaminan
fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait
dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Frasa “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam
ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 di dalamnya terkandung makna bahwa
sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekusi tanpa disyaratkan adanya putusan
pengadilan yang didahului oleh adanya gugatan secara keperdataan dan pelaksanaan
eksekusinya diperlakukan sama sebagaimana halnya terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tidak memberikan
perlindungan hukum yang seimbang antara kreditur dan debitur dan juga objek yang
menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum



maupun keadilan. Kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara
aktual telah) menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan
cara yang kurang “manusiawi”, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering
dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan
mengabaikan hak-hak debitur.

Selanjutnya ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999, berkaitan dengan adanya
ketidakjelasan kapan seorang debitur dinyatakan “cidera janji” apakah sejak adanya
tahapan angsuran yang terlambat atau tidak dipenuhi oleh debitur ataukah sejak jatuh
tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Ketidakpastian demikian juga
berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera
janji” dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Adanya ketidakpastian
hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk
melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek
jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Menurut Mahkamah bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat
(3) UU 42/1999 terdapat permasalahan konstitusionalitas yang tidak dapat dipisahkan
satu dengan yang lainnya. Bahwa Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan
terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU 42/1999 (yang selengkapnya
disebutkan dalam amar putusan)

Bahwa pendirian Mahkamah sebagaimana diatur dalam amar putusan,
tidaklah serta-merta menghilangkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia,
sepanjang sejalan dengan pertimbangan dan pendirian Mahkamah a quo.

Bahwa meskipun Pemohon tidak memohonkan pengujian Penjelasan Pasal 15
ayat (2) UU 42/1999 namun dikarenakan pertimbangan Mahkamah berdampak
terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999, maka terhadap frasa “kekuatan
eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap” dengan sendirinya harus disesuaikan dengan pemaknaannya.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pasal 15 ayat (2)
UU 42/1999 frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap” serta Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 frasa “cidera
janji’. Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut
hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan
permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada
kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan
secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan
prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus
dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap”; 3. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janiji tidak ditentukan secara
sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur
atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”; 4.
Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa
“kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera
janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan
fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi
Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan
eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 5. Memerintahkan
pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



